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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/PMK.04/2019
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG

UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan
cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan telah diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor
Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor
Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
[Imu Pengetahuan;

bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan
meningkatkan pelayanan dalam pemberian pembebasan
bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian
dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  melalui

penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan
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Mengingat

penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan dan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang
untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
IImu Pengetahuan adalah barang dan/atau peralatan
yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu
pengetahuan termasuk untuk kegiatan penelitian atau
percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau
lembaga pemerintah non kementerian yang
melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan
hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu
kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna
peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

S. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

6. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik

dan berbasis web.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Atas impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan diberikan pembebasan

bea masuk dan cukai.

Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas:

a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat,
kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
atau

b. pemindahtanganan barang impor yang telah
mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima
pembebasan bea masuk.

Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh:

a. Perguruan Tinggi;

b. Kementerian/Lembaga; atau

c. Badan Usaha.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), jika impor barang yang dilakukan oleh

Badan Usaha berupa peralatan dan/atau bahan untuk

digunakan dalam proses produksi Badan Usaha.

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a.

b.

barang impor belum diproduksi di dalam negeri;

barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun
belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun

jumlahnya belum mencukupi kebutuhan,

sesuai dengan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis

terkait.
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Pasal 4

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan

ayat (2), Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha, mengajukan permohonan kepada Menteri

melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai tempat pemasukan barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh:

a. pejabat paling rendah setingkat Dekan, dalam hal
permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi;

b. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama, dalam hal permohonan
diajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau

c. pimpinan Badan Usaha, dalam hal permohonan
diajukan oleh Badan Usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit dilampiri dengan:

a. rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan
bea masuk dan cukai dari:

1. pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling
rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh
pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal
permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi
negeri;

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
dalam hal permohonan diajukan oleh
Perguruan Tinggi swasta;

3. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama dari kementerian/
lembaga yang membina Perguruan Tinggi
kedinasan, dalam hal permohonan diajukan
oleh Perguruan Tinggi kedinasan; atau

4. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau
pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di
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(4)

(5)

bidang perindustrian atau kementerian/
lembaga yang membina Badan Usaha terkait,
dalam hal permohonan diajukan oleh Badan
Usaha;

dokumen perolehan Barang untuk Keperluan

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

berupa:

1. fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah/
bantuan (gift certificate) atau surat perjanjian
kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Imu
Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau
kerjasama; atau

2. fotokopi dokumen pembelian, dalam hal Barang
untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan

[Imu Pengetahuan berasal dari pembelian.

Dokumen pembelian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b angka 2 yang diajukan oleh Perguruan

Tinggi negeri atau Kementerian/Lembaga harus

dilengkapi dengan:

a.

fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau
dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, dalam hal pembelian
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; dan

fotokopi surat perjanjian atau kontrak pengadaan
barang yang menyebutkan bahwa harga dalam
perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak
meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor, dalam hal pembelian
dan/atau importasi Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Menteri ini.

Pasal 5

Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea

masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

a. identitas Perguruan Tinggi atau Badan Usaha;

b. rincian jumlah dan jenis barang yang
direkomendasikan untuk mendapat pembebasan bea
masuk dan cukai;

C. uraian mengenai  kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan;
dan

d. wuraian mengenai manfaat kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf c¢ dalam memajukan ilmu
pengetahuan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

diperuntukkan bagi Badan Usaha harus memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan
persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk
dan cukai.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor Barang
untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan.

Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang

diberikan  pembebasan bea masuk dan cukai
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai atas mnama Menteri
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan
menyebutkan alasan penolakan.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam

hal:

a. terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik;
dan/atau

b. terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan sepanjang:

a. pemberitahuan pabean atas barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) belum mendapat nomor pendaftaran pada
kantor pabean tempat pemasukan; dan

b. masih dalam  jangka = waktu pengimporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha mengajukan

permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan

kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan

dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen yang
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mendukung alasan perubahan.

Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan
perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dan Pasal 7 ayat (3), serta hasil pindaian dari
dokumen asli lampiran permohonan, disampaikan secara
elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
disertai dengan:
a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media

penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
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(3)

(1)

(2)

(3)

-10-

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (5), atau penolakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan

Pasal 7 ayat (6), dilakukan paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal
permohonan diajukan secara elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal

permohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 9

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dari ketentuan
mengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi
dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat
penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau
kawasan bebas.

Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.

Pasal 10

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas

perpajakan berupa:

a.

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dan

dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal

22,
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai perpajakan.

Pasal 11
Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berupa kendaraan bermotor, tidak
diterbitkan surat keterangan pengimporan kendaraan

bermotor.

Pasal 12
Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan
pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor yang terutang, bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang wajib
dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan, bidang

cukai, dan/atau bidang perpajakan.

Pasal 13
Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2), dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan
cara:
a. dipindahtangankan;
b. diekspor kembali; atau

c. dimusnahkan.

Pasal 14
(1) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, dapat dilakukan dengan
ketentuan:
a. barang impor telah digunakan paling singkat selama
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan

pabean; atau
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

-12-

b. barang impor tidak dapat atau tidak layak
dipergunakan lagi dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan
rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis
terkait.

Ketentuan mengenai jangka waktu pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak

berlaku dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar (force majeure) yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain yang

mendapatkan pembebasan bea masuk.

Pasal 15

Terhadap pemindahtanganan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf a terutang bea masuk, cukai,

dan/atau pajak dalam rangka impor.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) jika:

a. pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun
terhitung sejak pemberitahuan pabean;

b. terjadi keadaan kahar (force majeure) yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang; atau

c. dipindahtangankan kepada sesama penerima
pembebasan bea masuk.

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berupa kendaraan bermotor,

pemindahtanganan yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai
dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang terutang.

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terjadi keadaan kahar (force

majeure) namun barang masih memiliki nilai ekonomis,

pemindahtanganan yang dilakukan sampai dengan
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5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan
pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk

dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Pasal 16

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a atas:

a. barang impor selain kendaraan bermotor yang
dilakukan sampai dengan S (lima) tahun terhitung
sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau

b. barang impor berupa kendaraan bermotor,

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas

nama Menteri.

Untuk mendapatkan izin pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi,

Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha mengajukan

permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat

pemasukan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National

Single Window.

Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan

Sistem Indonesia National Single Window mengalami

gangguan  operasional, permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan
disertai dengan:

a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan

b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media
penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.

Contoh format surat permohonan izin pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan

persyaratan permohonan pemindahtanganan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri

menerbitkan:

a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemindahtanganan  Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dengan disertai kewajiban membayar bea masuk,
cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang
terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan
kepada selain penerima pembebasan bea masuk;
atau

b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemindahtanganan  Barang untuk  Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dengan tidak disertai kewajiban membayar bea
masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor
yang terutang, dalam hal pemindahtanganan
dilakukan kepada sesama penerima pembebasan
bea masuk.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai atas mnama Menteri

menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
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dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah
permohonan pemindahtanganan diterima.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum
dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh format Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum
dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf a.

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menggunakan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean

dalam pemberitahuan pabean impor pada saat
pemasukan.

Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang

impor berupa kendaraan bermotor, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pemindahtanganan dilakukan sampai
dengan S (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean, tarif dan nilai pabean yang
berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean impor;

b. dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan

pabean:
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1. tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan
pabean impor; dan
2. nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan
bermotor dipindahtangankan;
Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas barang
impor yang mengalami keadaan kahar (force majeure),
menggunakan tarif dan nilai pabean yang berlaku pada
saat dipindahtangankan.
Pemenuhan  kewajiban  kepabeanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di kantor

pabean tempat pemasukan barang.

Pasal 19

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a atas barang impor selain kendaraan bermotor yang

dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

pemberitahuan pabean dapat dilakukan tanpa persetujuan

dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 20

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan menggunakan
pemberitahuan pabean ekspor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.

Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan
Usaha yang melakukan ekspor kembali barang impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2), dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea
masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang

terutang.
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Pasal 21

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor
dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf c, dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Ketentuan mengenai jangka waktu pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal terjadi keadaan kahar (force majeure).

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) yang telah dilakukan pemusnahan
dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, cukai

dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 22

Pelaksanaan pemindahtanganan, ekspor kembali, dan
pemusnahan Barang untuk Keperluan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan milik Perguruan Tinggi
negeri, Perguruan  Tinggi kedinasan, dan/atau
Kementerian/Lembaga, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = yang
mengatur mengenai barang milik negara.

Pelaksanaan pemusnahan Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan milik
Perguruan Tinggi swasta dan/atau Badan Usaha
dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama

Menteri.

Pasal 23
Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Perguruan Tinggi
Swasta atau Badan Usaha mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National
Single Window.
Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
Sistem Indonesia National Single Window mengalami
gangguan  operasional, @ permohonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan
disertai dengan:
a. lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media
penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan
permohonan izin pemusnahan.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai atas mnama Menteri
menerbitkan persetujuan pemusnahan.
Persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan
pemusnahan paling lama 1 (satu) tahun.
Contoh format permohonan  izin pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Contoh format persetujuan izin pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24
Berdasarkan persetujuan pemusnahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dilakukan
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pemusnahan atas Barang untuk Keperluan Penelitian

dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh pihak yang

ditunjuk oleh Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha

dengan disaksikan oleh:

a. Perwakilan Perguruan Tinggi swasta atau Badan
Usaha; dan

b. Pejabat Bea dan Cukai,

serta dituangkan dalam berita acara pemusnahan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara merusak Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
sehingga tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.

(3) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh
pihak Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha.

(4) Contoh format berita acara pemusnahan tercantum
dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25
Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas
kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas
barang impor yang ditujukan untuk Keperluan Penelitian dan

Pengembangan [lmu Pengetahuan.

Pasal 26

(1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6
ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 17 ayat
(2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5):
a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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b. bertanggung jawab  secara  substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan

c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang

diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian

(P1h) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana

tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan

kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.

Permohonan pembebasan bea masuk dan cukai yang
telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dan belum  mendapat keputusan, pemrosesan
permohonan pembebasan bea masuk dan cukai
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea
Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007;
dan

Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang telah diterbitkan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan
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IImu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 51/PMK.04/2007, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan

Menteri dimaksud.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk
Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/PMK.04/2019

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KOP SURAT PEMOHON
Nomor MW piromer  sessgessih £2). 1 terocey prammmnses £ ) N
Lampiran ... [ ] -
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang

Untuk Keperfuan Penelitian Dan Pengembangan [l Pengetahuan

Yth, Menteri Keuangan

Dengan hormat,
Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan
cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajok Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor
barang untuk keperiuan penelitinn dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan data sebagai
berikut:
Nama Instansi
NPWP Instansi
Alamat Instansi
Nama Importir
NPWP Impartir
Alamat Importir
Pihalk yang dapat dihubungi
Nama program/ proyek /kegiatan
Sumber perolehan barang

mER NP RP TP

Asal pengiriman/pemasukan barang

wo

Tujuan penggunaan barang
I.  Rincian barang

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk uhi segala | wmn sebagai
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... [} ) IS serta ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajak

www.peraturan.go.id
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Sebagai kelengkapan permobonan, bersama ini kami lampirkan:
Rincian barang untuk keperfuan penelitinn dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

dimintakan pembebasan bea masuk;
 ACROUNVOOVEN ¢ | O Ee

Ji ebesbiriebb it .~ dst.
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benamya wuntuk dapat
dipertimbangian.
PEEIRN | ||| FRT
SR 1, SRR |
Tembusan:
.......... 2 1 | Do

www.peraturan.go.id
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KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat
Nomor ! ....... (I)....

Tanggal @ ...... (3}....

RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUEAI

FUNGSI DAN
URAIAN JUMLAH SATUAN PERKIRAAN | NEGARA PELABUHAN
NO, KEGUNAAN
BARANG BARANG BARANG HARGA ABAL PEMASUKAN
BARANG
(22).. (23).. 124 25) 26 27, A28). .-[29).
....... (19)..
[eaaeaaea[20) BSSVH |

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan,

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.

Nomor (8) : Diisi nama  tempat domisili Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha.

Nomor (9) : a. Diisi nama importir atau pihak ketiga dalam hal barang

diimpor oleh pihak ketiga; atau
b. Diisi pihak yang membawa barang dalam hal barang
dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang dari

luar negeri.
Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada
Nomor (9).
Nomor (11) : Diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).
Nomor (12) : Diisi nama, nomor telepon, dan alamat email dari

pejabat/pegawai/ pihak yang dapat dihubungi (contact person)
dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan
Usaha yang bersangkutan.
Nomor (13) : Diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan
barang impor yang dimohonkan pembebasan bea masuk.
Nomor (14} : a. Diisi “Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
...." dalam hal barang bersumber dari pembelian yang
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);
b. Diisi “Pembelian yang dibiayai dari ....” dalam hal barang
bersumber dari pembelian yang dibiayai dari sumber
lainnya; atau

www.peraturan.go.id
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c. Diisi “Hibah/Bantuan dari ........ " dalam hal barang
bersumber dari Hibah/Bantuan dengan menyebutkan
nama pemberi Hibah /Bantuan.

Nomor (15) : Diisi asal pengiriman barang sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri
ini (impor dari luar daerah pabean, impor melalui tempat
penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khusus,
impor melalui kawasan bebas, atau pemindahtanganan dari
penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya).

Nomor (16) : Diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor
untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (17) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (18] : Diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang
dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Menteri ini.

Nomor (19) : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (20) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (21} : Diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.

Nomor {22) : Diisi nomor urut.

Nomor (23) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (24) : Diisi jumlah barang.

Nomor (25) : Diisi satuan barang sesuai ketentuan.

Nomor (26) : Diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan
incoterm Cost and Freight (C&F) atau Ceost Insurance Freight
(CIF).

Nomor (27) : Diisi nama negara tempat barang berasal /diproduksi.

Nomor (28] : Diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau
pembongkaran barang.

Nomor (29) : Diisi fungsi dan kegunaan barang dalam rangka kegiatan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

www.peraturan.go.id



2019, No.1670 -28-

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... Uy § HEXRREOX

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA .......... |~ | ROSERION

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang T N bahwa sesuai dengan hasil penclitinn terhadap surat permohonan
.......... (3).eviieee. Nomor ........f8)........., diperoleh kesimpulan bahwa
diperoleh kesimpulan bahwa permoh pembeb bea masuk dan
cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan telah hi syarat k dapat diberikan
persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa,
perlu menetapk Keput M 1 Keuangan tentang Pembeb

Bea Masuk Dan Cukai, Taidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilm Atau
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor
Barang Untuk Keperluan Penclitian Dan  Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Umum Kepada .........{2).cccceeis

Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... (). PO 3
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... ({5 DO -
3.
Memperhatikan : 1.
2.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : XEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN

CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN UMUM KEPADA .......... v | (SO
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PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajuk
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas impor barang untuk keperiuan penelitan dan pengembangan dmu

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan
pelabuhan/bandar udama®] p b terc dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kep Menteri ini.

KEDUA :  Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA harus hi ) 1an di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk dan cukai sebagai dimaksud dal Dikt1
PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagni berikut:
a. barang impor sebagai a dimaksud dal Dik PERTAMA akan

digunakan untuk _......... § D | JO— serta tidak untuk dipindahtangankan

b. perubahan  tuf penggt atau  pemindahtanganan b 18
sebagaim, dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan
sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderl Bea dan Cukai;

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atan

dapat penyalahg dari barang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, pemberian pembeb bea k dan cukai dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai
serta pajak dalam rangka impor serta kui administrasi berupa denda
sesuai perundang-undangan; dan

e. atas impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan berupa kendaraan bermotor yang digunakan scbagai obyek
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak diterbitkan surat

keterangan pengimg kendaraan ber -*)
KEEMPAT T M juk pelabuhan/bandar udara*) .......... (] &) IEU— sebagni pelabuhan
tempat pemasukan serta Kantor ... 13)eeens scbagai kantor pabean

tempat penyelesaian  kewnjiban pabean atas barang impor sebagpimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA :  Pemberian pembel bea k dan cukai sebagnimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan p ik P dian
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Culci

KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dilakukan pemindahtanganan, berlaku ke bagai diatur dal

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas
impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan imu
pengetahuan,

KEDELAPAN : Keputusan Menteri int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Salinan Keputusan M i d kan kepada :

1 L4

- AR PRSP RPN dst

3 Pimpinan ... (/| R
Ditetapkan di .......... A8) et
pada tanggal ... (16)..ceeeeene

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ... {17}cecnns,

‘) butir e. digunakan hanya jika barang yang dimintak pembeb bea masuk adalah
kendaraan bermotor. Untuk barang selain kendarnan bermotor, butir e dapat dihapus.
) dipilih yang sesuai
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LAMPIRAN

\KEOW“"IES«\N MENTERI KEUARGAN REPUBLIK INDORESIA
NOMO

TANGGAL

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUX DAN CUKAI TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAX PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGE\IB.\NG:\X ILMU  PENGETAHUAN  KEPADA

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI,
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Nama , TSR [0 ( ROTRTEREAA
NPWP , TR -} SR
Alamat , JEPCRC Y (10)...ceoeee
URAIRN JUMLAH SATUAN PEREIRARN
NO NEGARA ASAL
BARANG BARANG BARANG HARGA PEMASUXAN
(19 20} 21} —[23.. 12N.. 28 (25).

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ......... (i p RRREeS

PRPAAALY ) | . - RIEOOR 5
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan umum.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan pembebasan bea masuk dan
cukai.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat

permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea
masuk dan cukai.
Nomor {5} : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
umum.

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari
pungutan bea masuk.

Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Nomor (8) : Diisi dokumen-dokumen lampiran permohonan pembebasan
bea masuk dan cukai.

Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang melakukan
importasi barang.

Nomor (10) : Diisi alamat Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha yang melakukan importasi barang.
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Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16}

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor {20)

Nomor (21)
Nomor (22}
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

: Diisi pelabuhan /bandar udara

: Diisi kota tempat diterbitkannya

-33-

Diisi uraian mengenai program/proyek/kegiatan penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan,
pemasukan atau
pembongkaran barang.

: Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

: Diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu

diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan.
: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

: Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.
Diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea
masuk dan cukai,

: a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

: Diisi jumlah barang yang bersangkutan.
: Diisi satuan barang yang bersangkutan.
: Diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan.

Diisi negara asal barang yang bersangkutan.

: Diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau

pembongkaran barang yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id
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C. CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN CUKAI DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

KOP SURAT PEMOHON
Nomor @ ... ¢ PO SO S SR DA 1 | ERNIEID RO B)in
Lampiran  : ... %
Hal :  Permoh n Penyelesai Kewajiban Pabean Atas Barang

Untuk Keperluan Penelitian Dan  Pengembangan limu
Pengetahuan Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea Masuk
Dan Cukai Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan

Yang bertanda tangan dibawah ini, kam: pimpinan dari:

Nama instansi Y R AR ARt b e PO iy o AT o biiaon i bt oo
NPWP Y SR AR AR R e R (7] hiqae o Gy it e sn it ddddbamndddsdanns
Alnmat Kantor Y e R e S b e AR | TR PR s RSP TR e T SR PO TP Ve PPRE
Pihak yang dapat dihubungi : ..o B i R AR e e b e

dengan ini mengajukan permohonan agar barang untuk keperiuan penelitian dan pengembangan
#mu pengetahuan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Harang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22, dengan nincian barang sebagaimana
terlampir, dapat disetujui untuk dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara
dipindahtangankan kepada:

R =000 T e GRRee R R N e e R R [ [ T PRI LA ECL T SO L AL ECT TRt~
NBWE. B aRaer SRR GRaes N pree KeRe D Y i o S oS PR PP RAN ST RAN S
At KEnPOr . = 5 R R s i e =R G [3 | T PRI L0 SO AL LT TRt~
sebagai .......... 13)..........
Demikian permoh ini dit dengan keterangan sesungguhnya.
.......... (14)....cc....
Cap/stempel
(O AI5)einnnns )
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KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat

Nomor S Slolaad ') § PO
Tanggal s ASLARG (5 ) DO

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONEAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN CARA

DIPINDAHTANGANEAN
.......... (14)..........
fisi () 1 SORE |
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan,

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau

Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyelesaian
kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha  yang
bersangkutan.

Nomor (8) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang

dapat dihubungi (contact person) dari Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha  yang

bersangkutan.
Nomor (10} : Diisi nama penerima barang.
Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang.
Nomor (12) : Diisi nama tempat domisili penerima barang.
Nomor (13] : a. Diisi “selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk”,

dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain
penerima pembebasan bea masuk; atau

b. Diisi “penerima fasilitas pembebasan bea masuk”, dalam
hal pemindahtanganan ditujukan kepada sesama
penerima pembebasan bea masuk.

Nomor (14) : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.
Nomor (15) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.
Nomor (16) : Diisi nomor urut barang.

Nomor (17) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang
(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau
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b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (18) : Diisi jumlah barang.

Nomor (19) : Diisi satuan barang.

Nomor (20) : Diisi perkiraan harga barang.

Nomor (21)  : Diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (22) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.
Nomor (23) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum.
Nomor {24) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

umum.

Nomor (25) : Diisi negara asal barang.

Nomor (26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor {27) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (26) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari
barang impor terkait.
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D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAT DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
KEPADA _........ £2)... 00 DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menmmbang ;oA bahwa sesuni dengan hasil penelitinan terhadap surat permohonan
IR < | TR Nomor ....cocoef¥)eeeiannnany diperoleh kesimpulan bahwa
permoh pemindahtanganan barang impor untuk keperiuan
penelition dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada ... [+ PERERRN
telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Pemindahtang; Barang Impor Yang Mendapatk Pembeb Bea
Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tidak
Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Untuk
Keperluan Penelitian Dan Pengembangan llmu Pengetahuan Kepada

......... {2)....... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan
Cukai Serta Pajak Dalam Rangka lmpor Yang Terutang;
Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1) B— o
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (6)..eaees
Memperhatikan: 1. ... [ IOSS—— :
% oy dat;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN KEPADA ... 'y TCERRRER DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
YANG TERUTANG.

PERTAMA :  Memberikan persetujuan pemindahtangs b g impor yang mendapatkan
fasilitas pembet bea k dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
serta tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan disertai
kewnjiban membayar bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor
yang terutang, kepada:

o Nama o T e i bob e e [~ N TSRO RT S RO ST WOTRES ROTEN
b. NPWP S Thebnn s G et il 7 NIRRT RO SREy OTRTPNOTIN
& Alamat o TR i G inn beb i - NSRRI RO TS RO IR RO SR TIN

dengan rincian sebagammana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Keputusan Menteri ini,

KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagai dimaksud dal Diktum PERTAMA
dilakukan dengan dasarkan pada «.....ooooeee s (10) oeeneeeen

KETIGA : Apabila dikemudian han dapat kekeliruan dal Kem M i ini,
akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

KEEMPAT : Kep M 1 ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

KELIMA : Kepn M i ik mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Kep Menteri ini di paikan kepada
) (11).........
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\K}IOPL“(")I'\.'S&\ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTAN:

PERS}_'H.JUAN PEMINDAHTANGANAR BARARG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUXAL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK = PERTAMBAHAN NILAI DAN PA AK

DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG
IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEHBANQ-L\ ILMU  PENGETAHUAN  KEPADA

DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR
HEA MASUK DAN CUKAl SERTA PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATEAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI
SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan  pemindahtanganan barang impor yang
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak
dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukai
serta pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.
Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat

permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan
pemindahtanganan.
Nomor (3) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada
Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha
vang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang
perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha yang
bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/

Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.
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Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

-42-

: a. Diisi klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada

dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor
barang, dalam hal pemindahtanganan barang selain
kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dilakukan
sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean; atau

b. Diisi klasifikasi dan pembebanan pada dokumen
pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean
yang  berlaku
dipindahtangankan, dalam hal pemidahtanganan barang
berupa kendaraan bermotor dilakukan setelah 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

pada saat kendaraan bermotor

: Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan.
Diisi kota tempat diterbitkannya
Keuangan.

Keputusan Menteri

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

: Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi nomor urut barang.

: a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

: Diisi jumlah barang.

: Diisi satuan barang.

: Diisi perkiraan harga barang.
: Diisi nomor pos tarif/HS.
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Nomor (22) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (23) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (24) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tidak dipungut
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (25) : Diisi negara asal barang,

Nomor {26) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (27) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (28) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari
barang impor terkait
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E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN
CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
MILIK ... [ T KEPADA ... T I DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Tom bahwa sesuai dengan hasil penelitinan terhadap surat permohonan
.......... 4)...cccoee. Nomor ........d5).........., diperoleh kesimpulan bahwa
permoh pemindahtanganan barang impor untuk keperiuan

penelition dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  telah  memenuhi
persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Mentenn Keuangan tentang Persetujuan
Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea
Masuk Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak
Pertambahan Nidai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang
Impor Untuk Keperiuan Penelitian Dan Pengembangan llmu Pengetahuan
Milike .......... | RO Kepada .......... (~ 2 TRRRRON Dengan Tidak Disertai
Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Cukai Serta Pajak Dalam Rangka

lmpor Yang Terutang;
Mengingnt 1 Perasturan Menten Keuangan Nomor ...
2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........
3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........
Memperhatikan: 1. ... @)y
- SR FeEOP I VEeTE SIS dst;

www.peraturan.go.id
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN

PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAIL TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN [ILMU PENGETAHUAN MILIK ... (- « TR KEPADA
.......... 13)iieeen.. DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA
MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

PERTAMA :  Memberikan persetujuan pemindahtangs b g impor yang mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nila:
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milik:

o Nama e L i i e Y i b b ot i eb b
b. NPWP T L b G G S ) (X coiosinsstbisannsorissnnsoriannibianns
& Alamat L s e G imn )] (B ciiniies siicinmmsssisrnnioridannibiiann
kepada:

a Nama

b NPWP :

c. Alamat -

dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan cukal serta pajak
dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang

sebagal terc dal Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kep M i ini.

KEDUA : Terhadap barang untuk keperiuan penelitian dan pengembangan  ilmu
pengetahuan sebagai dimaksud dal Diktum PERTAMA yang pada
waktu impor bea masuk dan cukainya telah dibayar, tidak dapat diberilan
restitusi.

KETIGA :  Apabila di kemudian hari terdapat kekelimuan dalam Keputusan Menteri ini

KEEMPAT : Kepn M i ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sal Kep aM iinid paikan kepad
1 SRR (14)..........
B NSNS dst
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LAMPIRAN
\hEOPLuOTUSc\.\ MENTERI KEUARGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUXAI TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NOAl DAN  PAJAK
PENJUALAN ATAE BARANG MEWAH, SERTA
INKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR UNTUK
KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEHBANG:\N ILMU
PENGETAHUAN _ MILIK KEPADA
K DENCAN TIDAK D(SERHI KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUKAI SERTA PAJAK
DALAM RARGXA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN CUEAI

SERTA PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

T RN IS I
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan  pemindahtanganan barang impor yang
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dengan tidak disertai kewajiban membayar
bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor yang

terutang.
Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.
Nomor (3) : Diisi nama instansi/kementerian/lembaga/pihak yang

menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (4) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (3) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan
pemindahtanganan.
Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (7) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
yvang ditujukan untuk  keperluan  penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan
permohonan.

Nomor (8) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk bagi instansi/kementerian/
lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.
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Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13}

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

: Diisi nama

-48-

Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang
perlu dicantumkan apabila diperlukan.

: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha  yang
bersangkutan,

: Diisi nama  tempat domisili Perguruan  Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha  yang

bersangkutan.

: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/kementerian/

lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

tempat domisili  instansi/kementerian/

lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

: Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

: Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi nomor urut barang.

: a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

: Diisi jumlah barang.

: Diisi satuan barang.

: Diisi perkiraan harga barang.
: Diisi nomor pos tarif/HS.
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Nomor (25) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (27) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (28) : Diisi negara asal barang.

Nomor {29) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (30) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (31) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari
barang impor terkait.
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CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG TELAH DIBERIKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

KOP SURAT PEMOHON
Nomor $ il ¢ PO SO S SR DA 1 | ERNIEID RO B)in
Lampiran  : ... '} FORReYs
Hal :  Permoh n Penyelesai Kewnjiban Pabean Atas Barang Impor Untuk

Keperluan Penelitian Dan Pengembangan limu Pengetahuan Yang Telsh
Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Dengan Cara Dimusnahkan

Yang bertanda tangan dibawah i, kami pimpinan darni:

Nama Instansi Y R R AR AR AR e O it i biabb bbb S s adddamn dodidacnn
NPWP ¥ R AR AR AR AR e (TR siictiiibiabbinbbbebb b i dabibass itbibases
Alamat kantor Y e R e R e R R el BB i e b el R fadddaos ddddd e
Pihak yang dapat dihubungi © ..o £ tieiiinbieib bbbt s S dadidans dbisbesn
dengan i mengajukan permohonan agar bamng mmpor untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan pembeb bea k dan cukai, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, serta dikecuabkan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang
sebagaimana terlampirr dapat disetujui untuk diselesailkan kewajib pabeannya dengan cara

dimusnahkan.
Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.......... (R0 —
Y A [ B T )
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KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat
Nomor  JEOS T IFR (T)iiiiss

Tanggal JOS 2SR )i

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

......... (10)..
Iy RPN (1 2 § REOMVoN )
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (6) : Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha yang
mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean
dengan cara dimusnahkan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi swasta atau
Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (8) : Diisi alamat Perguruan Tinggl swasta atau Badan Usaha yang
bersangkutan,

Nomor (9) : Diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang

dapat dihubungi (contact person) dari Perguruan Tinggi swasta
atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10}  : Diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (11) : Diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (12} : Diisi nomor urut barang.

Nomor (13) : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.,

Nomor (14) : Diisi jumlah barang.

Nomor (15) : Diisi satuan barang.

Nomor (16) : Diisi perkiraan harga barang.
Nomor (17) : Diisi nomor pos tarif /HS.
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Nomor (18) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Nomor (19) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Nomor (20) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
tentang pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan.

Nomor (21) : Diisi negara asal barang.

Nomor (22) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (23) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari
barang impor terkait.
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G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... T —

TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN CUKAI TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang toa bahwa sesuai dengan hasil penelitinan terhadap surat permohonan
.......... (3)..ccevece. Nomor .........f¥).........., diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan pemusnahan barang impor untuk keperiuan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetah telah uhi persyaratan untuk
dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud dalam huruf a,
periu ph Keputy M 1 Keuangan tentang Persetujuan
P han Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masul
Dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Niai Atau Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta
Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang
Impor Untuk Keperluan Penelitinn Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Milik .......... B sciteive -
Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (B)-sis
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... [ ) RUCRPOtE
Memperhatikan: 1. ... (74 R
X AN N N dat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MILIK .......... i s
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PERTAMA : Memberikan per uan  p h barang imp yang dapath
pembeb bea k dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilat

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
dikecualikan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor
untuk keperiuan penelitian dan pengembangan dmu pengetahuan milik:

a. Nama $ deedtbidans ddtbans dabidans bsdisidde oo 2).
b. NPWP $ deedtbidann ddtbans dabidans bsdisidde oo {8).
c. Alamat T ORI TEIIOIIT T RIS ROIIHIET 2 {9
dengan rnincian jumiah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahk dari Kep M 1
nL
KEDUA :  Terhadap barang impor sebagai dimaksud dalam Dil PERTAMA yang
pada waktu impor bea masuk dan cukamya telah dibayar, tidak dapat diberikan
KETIGA ¢ Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini
akan dilakukan perbaikan sebaganimana mestinyn.
KEEMPAT ¢  Keputusan Menteri ini berlaku | (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Sali Kep - i ini di paikan kepad
Lo ecerrpinnd (2 § ) ROV
B ecerriianebbann s dst
Ditetapkan di .......... [12)........-.
pada tanggal ... (13)...ee

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ... {14).......... ,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUARGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPCR YANG
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAL
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIXAN DARS
PEMUNGUTAN PAJIAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN LMy PENGETAHUAN MILK

e e

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Lerrom i
=i ramcn ez
- =AY

soman | svman | ressase
- maisasaue

< = vme
TS amus =

e

- -
e

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
persetujuan pemusnahan barang impor yang mendapatkan
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (2) : Diisi nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau
Badan Usaha yang diberikan persetujuan pemusnahan.

Nomor (3) : Diisi jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat
permohonan dan nama Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemusnahan.

Nomor (3) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
vang ditujukan untuk keperluan  penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan kepada Perguruan Tinggi,
Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha yang mengajukan

permohonan.

Nomor (7) : Diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang
perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perguruan Tinggi,
Kementerian /Lembaga, atau Badan Usaha  yang
bersangkutan.

Nomor (9) : Diisi nama tempat domisili Perguruan Tinggi, Kementerian/
Lembaga, atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Nomor (10) : Diisi daftar para pihak yang perlu diberikan salinan

Keputusan Menteri Keuangan.
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Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor {20)
Nomor (21)

Nomor (22}

-58-

Diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan

Menteri Keuangan.

: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

: Diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri

Keuangan.

: Diisi nomor urut barang.

: a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang
selain kendaraan bermotor; atau

b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

: Diisi jumlah barang,.

Diisi satuan barang.

: Diisi perkiraan harga barang.
: Diisi nomor pos tarif/HS.

: Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

: Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
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Nomor (23} : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (24) : Diisi negara asal barang.

Nomor (25) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang.

Nomor (26) : Diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (27) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari
barang impor terkait.
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H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG IMPOR

UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

1 o S Y S —— BN S St i
2 Nomor Id (3 £ VRO ROy ROy ok
3 Ni Inst (3 L VRO RO da Ly Aoty or
5 Jabatan B e (9 b g SRR YRR Sa LY RO Sn Ly
telah datang di .......... (4 £ VRER: dan menyaksilan /melakukan pemusnahan barang impor untuk
keperiuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan milile ......... (19)..00l dengan data-
data sebagai berikut:
1 Jenis Barang - B0 s i i
2 Jumlah - PR i i i
3. Pemberitahuan Pabean
Namor / Tanggal 3 i o SIS 7 APCEIEEIL (23)..coniee
4. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masulk dan Cukai
Namor / Tanggal BT YA (29).ccnee. 7 APCIREIL] (@S). o
yang telah mendapat persetujuan dari ... (26).......... atas nama Menteri Keuangan melahui Surat
Persetujuan Pe hy N tanggal ... 28)...cccinnes untuk diselesaikan
kewnjibon pobean dengan caras dimusnohkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/
diledakikan /lainnyn ......... v ) OB o [ - ISP (30)........e. {foto-foto hasil p han sebagai
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Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk

dipergunakan sebagai inya.
Perwakilan Perguruan Tingg /Badan Usaha® Pihak Yang Melaloukan Pemusnahan
[ PRTTRORT ISP IO - RS S ) bssinseerrrsciciord [ L ; WOoseosuserv e )
Perwakilan Kementerian Keuangan
ocecintoninrbbesinntitbtd (1]« Y TSSO )
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (2) : Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (3) : Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (4) : Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (5) : Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (6) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian
Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (7) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang
mewakili Kementerian Keuangan yang menyaksikan
pemusnahan,

Nomor (8) : Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili
Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (9) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili
Kementerian Keuangan yang menyaksikan pemusnahan.

Nomor (10} : Diisi nama pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi swasta
atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (11} : Diisi nomor identitas pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi

swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (12} : Diisi nama entitas pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi
swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (13) : Diisi nama jabatan Pejabat yang mewakili Perguruan Tinggi
swasta atau Badan Usaha yang menyaksikan.

Nomor (14) : Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.

Nomor (15) : Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.

Nomor (16) : Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang
melakukan pemusnahan.

Nomor (17) : Diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.

Nomor (18] : Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.

Nomor (19} : Diisi nama Perguruan Tinggi swasta atau Badan Usaha
pemilik barang yang dimusnahkan.

Nomor (20} : a. Diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang

selain kendaraan bermotor; atau
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b. Diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka,
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal
barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (21) : Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.

Nomor (22) : Diisi nomor pemberitahuan pabean.

Nomor (23} : Diisi tanggal pemberitahuan pabean.

Nomor (24} : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai

pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Nomor (25) : Disii tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan bea masuk dan cukai barang impor untuk
keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nomor (26) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
Nomor (27) : Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan.

Nomor (28) : Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan.

Nomor (29) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).

Nomor (30}  : Diisi lokasi tempat pelaksanaan pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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